GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 44 TATTUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG PENGAWASAN PERJALANAN ORANG KE
WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PELAKSANAAN TATANAN

NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa Pengawasan Perjalanan Orang Ke Wilayah
Provinsi Sumatera Barat Dalam Pelaksanaan Tatanan
Normal Baru Produktif Dan Aman Covid-19 telah diatur
berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2020;

b. bahwa agar efektifnya upaya pengawasan perjalanan
orang kc Wilayah Provinsi Sumatera Barat dan untuk
penyesuaian dengan waktu masa penetapan bencana
non alam penyeharan Covid-19 scbagai bencana

nasional sesuai Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun

2020 tentang Penetapan Status Bencana Non Alam
Corona Virus Disease 2019 ({COVID-19) Sebagai Bencana
Nasional, perlu  dilakukan  perubahan terhadap
Peraturan Gubermnur scbagaimana dimaksud dalam

huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengawasan Perjalanan
Orang Ke Wilayah Provinsi Sumatera Barat Dalam
Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif Dan Aman
Covid-19;



Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentamg
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun
1957 tentang Pembenlukan Daerah-Dacrah Swatantra
Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau scbagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1646);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabuh
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3273);

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679};

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang

Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik



10.

i1l.

12.

13,

14

15.

Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tcntang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1991 tentang
Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi

Tertentu;

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tcntang
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun
2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Corona Virus Discase 2019 (COVID-19);

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona
Virus Disedase 2019 (COVID-19);

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tcntang
Penetapan Status Bencana Non Alam Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah,;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomeor 18 Tahun 2020
tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka
Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019

(Covid-19);



Menetapkan :

16.

L7,

18.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun
2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produklil
dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Dacrah, scbagaimana telah diubah
dengan Kcﬁumsan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang
Pedoman Talanan Normal Baru Produktif dan Aman
Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah;

Keputusan Menteri Kesechatan Nomor
HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi
Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit
yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya
Penanggulangannya;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease
(Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri
Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi

Pandemi:

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA
BARAT NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG PENGAWASAN
PERJALANAN ORANG KE WILAYAH PROVINSI SUMATERA
BARAT DALAM PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU
PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19,

Pasall

Ketentuan Pasal 19 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 38 Tahun

2020 Tentang Pengawasan Perjalanan Orang Ke Wilayah Provinsi Sumatera



(Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 38), diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 19

Peraturan Gubernur ini berlaku selama dalam wakiu masa penetapan
bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana
nasional.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera

Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 Jyni 2020

GUEBERNUR SUMATERA BARAT,
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Diundangkan di Padang %
pada tanggal 29 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

TN

ALWIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR



